
 

 
BAB III 

        PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan pembahasan dalam penulisan hukum ini, maka diperoleh 

kesimpulan dari rumusan permasalahan “ Efektivitas Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1992 Dalam Menanggulangi Penggunaan Nomor Polisi Palsu”. 

Kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut : 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan 

Jalan dalam pelaksanaannya dilapangan adalah tidak efektif, terbukti dengan 

semakin meningkatnya jumlah nomor polisi palsu di Kota Yogyakarta dari 

tahun ke tahun. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tidak efektif dalam 

menanggulangi penggunaan nomor polisi palsu. Hal ini disebabkan oleh 

berbagai faktor diluar Undang-Undang, yaitu : 

a. Faktor aparat kepolisian yang melakukan penyimpangan dengan 

“damai ditempat” dan juga dikarenakan kurangnya personil 

kepolisian. 

b. Faktor masyarakat yang masih sangat minim pemahaman dan 

kesadaran tentang hukum dan hukum lalu-lintas. 

c. Faktor luasnya wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah kendaraan 

bermotor di Yogyakarta yang tidak sebanding dengan jumlah 

personil kepolisian. 
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d. Faktor banyaknya tindak kejahatan yang harus lebih diprioritaskan 

ketimbang pelanggaran lalu-lintas. 

e. Pembuat nomor polisi tidak resmi juga merupakan fakta dan 

fenomena yang harus segera diatasi untuk mengefektifkan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1992. 

 

B. Saran 

       Berkaitan dengan kesimpulan yang diperoleh mengenai “Efektivitas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Dalam Menanggulangi Penggunaan 

Nomor Polisi Palsu”, Penulis menawarkan beberapa saran mengenai upaya-

upaya yang dapat dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi penggunaan 

nomor polisi palsu, yaitu : 

1. Guna menekan tingkat pelanggaran penggunaan nomor polisi palsu maka 

antara Pemerintah, Aparat Kepolisian dan Pembuat nomor polisi dapat 

mengadakan kerja sama dengan melegalkan pembuatan nomor polisi 

diluar Samsat DIY, tetapi dengan persyaratan: 

a. Nomor polisi telah selesai dibuat harus segera didaftarkan disertai 

dengan adanya legalisir dari Ditlantas setempat. 

b. Disepakti adanya standart baku tentang harga, bentuk, bahan, 

ukuran dan warna dari TNKB. 

2. Aparat kepolisian perlu segera mengadakan perekrutan personil baru 

guna mengimbangi pertumbuhan masyarakat dan kendaraan bermotor di 

Yogyakarta. 
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3. Selain Undang-undang Kode Etik Kepolisian, Pemerintah perlu 

membentuk lembaga khusus yang bertugas mengawasi kinerja dan 

perilaku aparat kepolisian, hal tersebut guna menanggulangi adanya 

penyimpangan yang mengakibatkan tidak efektifnya Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1992. 

4. Perlu adanya sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan 

pelanggaran hukum lalu-lintas khususnya tentang pelanggaran 

penggunaan nomor polisi palsu 

5. Pemerintah dan aparat kepolisian mengadakan penyuluhan hukum baik 

penyuluhan bagi pembuat nomor polisi maupun bagi masyarakat awam 

tentang arti pentingnya nomor polisi resmi dan bahayanya menggunakan 

nomor polisi palsu. 

6. Pemerintah perlu memberikan pelatihan kerja bagi masyarakat yang 

kurang dalam hal pendidikan formal, agar masyarakat memiliki 

kemampuan untuk bekerja dengan pekerjaan yang tidak melanggar aturan 

hukum.  
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